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ABSTRACT

Analysis of Planning and Preparation General Revenue and Expenditure Nunukan
Regency: The Case in The Department of Plants Agriculture and animal husbandry

ARIEF BUDIMAN
Universitas Terbuka
ariefbudiman3 5@yahoo.co.id

The purpose of the research is determine how to the strategic planning, preparation of
work programs activities and preparation general revenue and expenditure local
government budget at Department of Plants Agriculture and Animal-Husbandry in
Nunukan Regency comrelated allocation policies revenue and expenditure local
government budget Nunukan Regency at the agricultural “sector in particularly
Department of Plants Agriculture and Animal Husbandry” This study using
qualitative research method. The data collection was taken through (1) primary data
through indepth interviews and observation, (2) seCondary data through analysis of
general revenue and expenditure budget Depdrtrent” of Plants Agriculture and
Animal Husbandry. Analysis data using methiod (1) data reduction, (2) data display
(3) conclusion. The results showed that planning and preparation general revenue and
expenditure local government budget in-Nunukan Regency at the Department of
Plants Agriculture and Animal Husbandry is" influenced by various factors, such as
(1) strategic planning Department of Plants Agriculture and animal husbandry in
Nunukan regency contents vision, mission, purpose, and general strategy policy
become reference in arranging the work program and activites to achieve the
objectives development especially the agricultural sector so that the achievement of
performence targets can- be optimized, (2) preparation of works programs and
activities based on capability local finances in allocate budget to the agricultural
sector. The forum\implementation Local government work unit (LGWU) implement
before the implemantation musrembang in regency level for synchronization work
planning / activities'in every Local government work unit (LGWU). preparation work
planning appropriate with strategy planning (LGWU) (3) Preparation estimate and
determination”budget (L.GWU) has regent authority together with budget team local
government and Budget Committee of the parliament team. The general policy
budget (GPB), the arranging work planning budget (WPB) and arranging of
planning general revenue and expenditure local government budget is financial
planning of local government in session and determine together between the
government and parliament. The minimal of allocation budget about 1% from totally
planning general revenue and expenditure local government budget Nunukan
Regency impacted at constraint target achievement it has strategic planning
Department of Plants Agriculture and Animal husbandry in Nunukan Regency.

Keywords : Anlysis, Planning, Preparation General Revenue and Expenditure
Local Government Budget, Agriculture, husbandry
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Perencanaan

Menurut Bronowsky dalam Nugraha dan Wrihatnolo (2011),
perencanaan dalam arti luas merupakan upaya manusiz~meminimalkan
ketidakpastian. Perencanaan yang ideal adalah “langkah-langkah yang
dilakukan manusia agar kepastian semakin dekit dalam kehidupan manusia.
Perencanaan dalam arti sempit sesungguhnya merupakan derivat dari
kemampuan foresight yaitu kemampudn “mengukur” (measuring). Inti
perencanaan yang ideal sesungguhnya adalah mengukur. Persoalannya adalah
bahwa tidak semua “sesuatu” yang bersifat materi atau tersembunyi sehingga
sulit divkur. Tugas. perencana adalah mendefinisikan sesuatu yang
tersembunyi ‘meénjadi terukur sehingga menjadi nyata. Perencanaan adalah
proses~memilih sekumpulan kegiatan dan memutuskan apa yang harus
dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa (Handoko dalam Wibawa, 2012)

Menurut Anggarini dan Puranto (2010), perencanaan pada dasarnya
merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Seorang Kepala Daerah memiliki tugas untuk menyelenggarakan dan
bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah

dibantu oleh Bappeda dan Pimpinan Satwan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
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bertugas menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan
tugas dan kewenangannya. Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar Kabupaten/kota.
Menurut Darise (2006), perencanaan yang dilakukan oleh perencana
akan berkaitan erat dengan pelaksanaan program pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan
dalam Undang-Undang mencakup lima pendekatan dalam-séluruh rangkaian
perencanaan meliputi :
a. Pendekatan Politik
Pendekatan politik memaridang bahwa pemilihan kepala daerah
adalah proses penyusunan_reéncana, karena rakyat pemilih menentukan
pilihan berdasarkan .program-program yang ditawarkan masing-masing
calon kepala daerah/ Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah
penjabaran‘ddri agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah pada
saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
ba, Pendekatan Teknokratik
Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau
satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut
c. Pendekatan Partisipatif
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan

melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam
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pembangunan. Pelibatan pihak-pihak tersebut untuk mendapatkan aspirasi
dan menciptakan rasa memiliki.
d. Pendekatan Top-down
Dalam pelaksanaan perencanaan dengan pendekatan Zop-down
dilaksanakan secara vertikal dan atas ke bawah menurut jenjang
pemerintahan, Rencana hasil proses dari atas ke bawah diselaraskan
melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat-Nasional, Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
e.Pendekatan Bottom-up
Dalam pelaksanaan perencanaan” dengan pendekatan Bottom-up
merupakan kebalikan dari pendekatan Top-down. Rencana hasil proses dari
bawah ke atas menurit jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui
musyawarah yang dilaksanakan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kota, Provinsi maupun tingkat Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
bahwa dokumen rencana pembangunan di daerah terdiri dari :

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan suatu
dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang

akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41450.pdf
13

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Dokumen perencanaan
tersebut adalah bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah
pembangunan jangka panjang daerah.

2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan arah
pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun sesuai masa bhakti Kepala Daerah  ‘terpilih’ yang disusun
berdasarkan visi, misi dan program Kepaladaerati. Program dan kegiatan
yang direncanakan sesuai urusan peiverintahan yang menjadi batas
kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas
keuvangan daerah. Muatan RPJMD berupa visi, misi, arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan
program SKPDy, lintas" SKPD dan program kewilayahan disertai dengan
rencana (Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif.

3). Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan SKPD yang berdimensi 5 (lima) tahun yang disusun dalam
rangka mengoperasionalkan RIPMD sesuai tugas pokok dan fungsi
masing-masing SKPD, sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan
daerah. Renstra SKPD disusun dengan berpedoman pada RPJIMD dan

SPM dengan materi dan substansi sama memuat visi, misi, tujuan,
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strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Setiap SKPD
berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai
sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari
RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan dan kewajiban daerah, rencana Kefja-dan pendanaannya
yang dilaksanakan langsung oleh pemeriitah, daérah. Dokumen RKPD
disusun untuk menjamin keterkaitandaw konsistensi antara perenc:;naan,
penganggaran, pelaksanaan dan, pengawasan. Selain itu RKPD
merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam
rangka penyusunan Rancangan APBD.

5) Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)

Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan
masing-masing SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat
kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD yang bersangkutan berdasarkan urusan yang menjadi
kewenangan daerah, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur,
beserta rincian pendanaannya. Rencana kerja yang telah ditetapkan
dengan keputusan kepala SKPD akan menjadi dasar penyusunan Rencana

Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangka Daerah (RKA-SKPD).
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1.1. Aspek Perencanaan
Menurut Bhisma. M, (2011), dalam membicarakan aspek
perencanaan, ada tiga aspek pokok yang harus diperhatikan. Ketiga
aspek yang dimaksud adalah hasil dan pekerjaan perencanaan
(outcome planning), perangkat organisasi yang digunakan untuk
melakukan pekerjaan perencanaan (mechanic of planning), serta proses
atau langkah-langkah melakukan pekerjaan perencanaan (process of
plarming). Adapun uraian aspek ini adalah sebagai berikut:
a. Hasil dari pekerjaan perencanaad
Hasil dari pekerjaan perencanaan (outcome of planning)
disebut dengan nama.rencana (plan), yang dapat berbeda antara satu
pekerjaan perencanaan dengan pekerjaan perencanaan lainnya.
b. Perangkat perencanaan
Perangkat perencanaan (mechanic of planning) adalah satuan
organisasi yang ditugaskan dan atau yang bertanggungjawab
menyelenggarakan pekerjaan perencanaan.
¢. Proses perencanaan
Proses perencanaan (process of planning) adalah langkah-

langkah yang harus dilaksanakan pada pekerjaan perencana.
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1.2. Ruang Lingkup Perencanaan
Menurut Olsen dan Eadie dalam Parmedi (2011), Jika ditinjau dari
ruang lingkup rencana yang dihasilkan, perencanaan dapat dibedakan atas
empat macam yakni :
a. Perencanaan strategis
Perencanaan strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk
membuat keputusan dan tindakan penting, ‘yang membentuk dan
memandu bagaimana menjadi organisas)){atau” entitas lainnya), apa
yang dikerjakan organisasi (atau’ensitas” lainnya) mengerjakan hal
seperti itu. Perencanaan strategis mengisyaratkan pengumpulan
informasi secara luas, gksplorasi alternatif, dan menekankan implikasi
masa depan dari’ keputasan yang diambil sekarang. Perencanaan
strategis _dapat/memfasilitasi komunikasi dan partisipasi,
mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu
pembuatan keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi
keputusan. Disebut perencanaan strategis (sfrategic planning),
apabila rencana yang dihasilkan menguraikan dengan lengkap
kebijakan jangka panjang yang ingin diterapkan, tujuan jangka panjang
yang ingin dicapai, serta rangkaian dan pentahapan kegiatan yang akan
dilakukan. Perencanaan strategis umumnya sulit diubah.
Perencanaan strategis pada dasarnya adalah untuk mengontrol

dan mengatur hasil yang telah diperoleh. Prosesnya dengan melibatkan
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seluruh pimpinan dan pegawai organisasi atau institusi. Dalam
penyusunan perencanaan strategis harus diperhatikan dan
dipertimbangkan kebutuhan dan harapan para pelanggan (coustomers),
stakeholder dan penyusun kebijakan guna merumuskan visi, misi,
tujuan, serta indikator kinerja suatu organisasi. Perencanaan strategis
mengarahkan suatu orgainisasi dengan menanyakan serta menjawab
lima pertanyaan mendasar, yaitu : Di mana saat ini-berada (where are
we now)?, kemana arah yang kita inginkan-(where do we want to be)?,
bagaimana menentukan kemajuan’yang ada (how do we measure our
progress)?, bagaimana mencapainya (how do we get there)? dan
bagaimana cara mengukur keinajuan (how do we track our progress)?
Perencanaan_ strategis adalah merupakan proses yang
menekankarnpada suatu evolusi bukan revolusi. Proses ini mencoba
untuk “miepeinukan cara-cara baru dalam pembaharuan dengan
fnenekankan pada apa yang akan terjadi bukan pada apa yang ada.
Beberapa terminologi yang digunakan dalam perencanaan strategis
adalah : Misi : merupakan pernyataan mengapa suatu organisasi
dibentuk, Visi : merupakan suatu gambaran pernyataan ke depan dari
suatu organisasi yang harus konsisten dengan nilai dan misi; Nilai :
merupakan pemnyataan kepercayaan atau aturan dasar yang membentuk
nilai organisasi yang tidak akan mudah untuk diubah. Nilai ini

merupakan dasar dari budaya organisasi; Prinsip Dasar : merupakan
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petunjuk dalam bersikap yang mencerminkan sistem manejemen
organisasi. Prinsip ini dapat berubah sesuai tuntutan keadaan serta
perkembangan pengetahuan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi.
Namun perubahan ini harus dilakukan secara berhati-hati dengan
mempertimbangkan nilai, para pekerja, serta konsumen; Tujuan :
merupakan besaran spesifik apa yang akan dicapai dalam periode
perencanaan sedemikian rupa sehingga visi, yang-telah dirumuskan
dapat tercapai; Strategi : merupakan renCana program untuk mencapai
tujuan dalam periode perencandany Cara : merupakan beberapa
tindakan atau kegiatan sebagai penjabaran strategis ke dalam rencana
tindak yang dapat dimengerti, diukur dan dicapai (LAN RI, 2008).
Pemerintah «Daerah” menyelenggarakan perencanaan strategis
bertujuan artara.ain adalah : (a) karena menghadapi banyak tuntutan
yang  saling “berbenturan maka diperlukan suatu  proses untuk
menetapkan prioritas; (b) dapat menghadapi defisit anggaran yang
parah, kecuali secara drastis dipikirkan ulang cara menjalankan
bisnis; dan (¢) masalah muncul dan memerlukan cara tertentu untuk
membantu mencari solusinya, jika tidak maka masalah akan
bertambah parah.
Selain itu, perencanaan strategis dapat membantu organisasi
untuk: (a) berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi-

strategi yang efektif, (b) memperjelas arah masa depan; (c)
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menciptakan prioritas; (d) membuat keputusan sekarang dengan
mengingat konsekuensi di masa depan; (e} mengembangkan landasan
yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan dan (f)
menggunakan keleluasaan maksimun dalam bidang-bidang yang
berada di bawah perencanaan
b. Perencanaan Taktis
Disebut perencanaan taktis (lactical planning), apabila rencana
yang dihasilkan hanya mengandung urajan-tentang kebijakan, tujuan
serta kegiatan jangka pendek /Sajd, Perencanaan taktis mudah
menyesuaikan diri dengan perkembarigan situasi dan kondisi.
c. Perencanaan Menyelurzh
Disebut perencanaan menyeluruh (comprehensive planning),
apabila yangdihasilkan mengandung uraian yang bersifat menyeluruh,
dalamq arli smiencakup seluruh aspek dan ruang lingkup berbagai
Kegiatan 'yang akan dilakukan.
d. Perencanaan Terpadu
Disebut perencanaan terpadv (imtegrated planning), apabila
rencana yang dihasilkan jelas menggambarkan keterpaduan antar

kegiatan yang akan dilakukan dengan kegiatan yang telah ada
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2. Anggaran.

Menurut Halim dan Igbal (2012), untuk melaksanakan hak dan
kewajiban serta untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat,
pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai
suatu tujuan yang ditetapkan. Rencana tersebut disusun secara matang yang
nantinya dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah'\pélaksanaan tugas
negara. Pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara/daerah
perlu dibuat rencana dan dituangkan dalam “bentuk anggaran. Beberapa
profesi dalam memandang anggaran\/ memiliki pandangan tersendiri
berdasarkan profesi yang mereka miliki. Bagi seorang akuntan anggaran
dipandang sebagai sebuah  cara“untuk menelusuri keuangan pemerintah,
karena dari vraian yang\ terdapat dalam anggaran terlihat secara jelas
penggunaan dar wang-negara sehingga dapat ditelusuri apa saja dan berapa
banyak barang-bdrang yang dimiliki negara sebagai kekayaan negara, akibat
adanyd -investasi pemerintah dalam anggaran negara. Sedangkan bagi ahli

ekotteimi anggaran adalah suatu alat untuk memperlancar atau menghambat

Menurut Suparmoke, dalam lhsan dkk (2006), anggaran (budget) adalah
suatu daftar atan pernyataan yang terinci mengenai penerimaan dan
pengeluaran yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu
tahun. Secara lebih luas, aggaran dapat di definisikan sebagai suatu alokasi
sumber-sumber daya (resources) yang dibuat secara terencana mengenai

berbagat hal atau aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang
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dan didasarkan pada sejumlah variabel penting yang ditujukan untuk
mencapai sejumlah tujuan tertentu dengan mengaitkan antara penerimaan
yang diperkirakan dengan pengeluaran yang direncanakan serta menjadi suatu
dasar atau basis untuk mengukur dan mengontrol pengeluaran dan pendapatan

(Jones dan Pendlebury, dalam [hsan dkk, 2006).
2.1. Fungsi Anggaran

Menurut Mokoginta dalam Halim.dan Iqbal (2012), fungsi

anggaran terdiri dari 4 instrumen antara‘lain,. scbagat berikut:

a. Instrumen Politik
Anggaran adalahsalah-satu instrumen formal yang mewujudkan
bergaining eksekutif dengan tuntunan kebutuhan publik yang diwakili
oleh legislatif]
b. Instrumenh Kebijakan Fiskal
Dengan mengubah prioritas sebesar alokasi dana, anggaran dapat
digunakan untuk mendorong memberikan fasilitas, dan
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat guna
mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya.
¢. Instrumen Perencanaan
Dalam anggaran disebutkan tujuan yang ingin dicapai, biaya dan
hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan pada masing-masing unit

kerja.
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d. Instrumen Pengendalian
Dalam anggaran berisi rencana penerimaan dan pengeluaran
secara rinci setiap unit kerja. Hal ini dimaksudkan agar unit kerja tidak
melakukan overspending dan underspending atau mengalokasikan

anggaran pada biaya yang lain.

Lebih lanjut dikatakan bahwa fungsi . utdma penyusunan
anggaran adalah sebagai berikut: (1) menentukan penerimaan dan
pengeluaran; (2) membantu  dalam " membuat kebijakan dan
perencanaan; (3) mengesahkan <pengcloaran yang akan datang; 4)
menjadikan dasar pengendalian ‘pendapatan dan pengeluaran; (5)
sebagai standar dalam evaluasi kerja; (6) sebagai motivasi manajer dan

karyawan dan (7) mengkoordinir kegiatan dari berbagat macam tujuan

2.2. Sistem Pénganggaran

Menurut Mokoginta dalam Halim dan Igbal (2012), sistem
penganggaran adalah suatu tatanan yang logis, sistematis dan baku yang
terdiri dari tata kerja, pedoman kerja dan prosedur kerja untuk
menyusun anggaran dan saling berkaitan. Jenis sistem penganggaran

terdiri atas:

a) Line Item Budgeting
Line Item Budgeting adalah penyusunan anggaran yang

dilaksanakan kepada dan dari mana dana itu berasal (pos-pos
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penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos
pengeluaran). Karasteristik dari sistem penganggaran Line Item
Budgeting: 1) Titik berat perhatian pada segi pelaksanaan dan
pengawasan; dan 2) Peneckanan hanya pada segi administrasi.
Keunggulannya antara lain: Penyusunannya relatif mudah dan
membantu dalam mengamankan komitmen di_antara partisipasi
sehingga dapat mengurangi konflik. SedangKan-kelemahannya antara
lain: Perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran penerimaan
dan pengeluaran sangat kurang,diabaikannya prestasi yang dicapai
atas realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan dan para
penyusun anggaran tidak, memiliki alasan yang rasional dalam
menetapkan target penefimaan dan pengeluaran.
b) Incrememtal Budgeting

Sistem”ini menggunakan revisi anggaran pendapatan belanja
tahun berjalan untuk menentukan anggaran tahun yang akan datang.
Sekali suatu pos pengeluaran muncul di dalam anggaran, maka
selamanya pos tersebut ada pada anggaran pericde berikutnya dengan
perubahan/kenaikan yang didasarkan dari jumlah yang dianggarkan
pada periode sebelumnya. Titik perhatian adalah marginal atau selisih
incremental antara anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya, bukan
pada anggaran secara menyeluruh. Alasan diterapkannya sistem

anggaran incremental ini adalah bahwa selurubh kegiatan yang
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dilaksanakan pada tahun anggaran yang sebelumnya merupakan
kegiatan yang harus diteruskan pada tahun berikutnya.
Keunggulannya antara lain : membantu mengatasi rumitnya proses
penyusunan anggaran dan tidak memerlukan pengetahuan yang
terlalu tinggi untuk memahami program baru serta dapat mengurangi
konflik. Kelemahannya sama dengan kelemahan pada sistem
anggaran Line Item.

c) Planning Programing Budgeting System (RPBS)

Planning Programing Budgeting System adalah suatu proses
perencanaan, pembuatan program dan penganggaran yang terkait
dalam suatu sistem.sebagai satu kesatuan yang bulat dan tidak
terpisah-pisah «dan\, di” dalamnya terkandung identifikasi tujuan
organisasi; permjasalahan yang mungkin timbul dalam pencapaian
tujuan,/proses pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan
terthadap semua kegiatan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan
dan proses pertimbangan implikasi keputusan terhadap berbagai
kegiatan di masa yang akan datang.

3. Kebijakan Publik.

Menurut Nugroho R, (2004), kebijakan publik disebut sebagai public
policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus
ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan
diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi

dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas
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menjatuhkan sanksi. Aturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai
kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum.
Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya
secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan
bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi
kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para
pejabat yang berwenang. Selanjutnya dikatakan bahwa ketika kebijakan
publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan~pablik; apakah menjadi
Undang-Undang, apakah menjadi Peraturdan Pemerintah atau Peraturan
Presiden termasuk Peraturan Daerah’ maka kebijakan publik tersebut berubah
menjadi hukum yang harus ditaati.

Studi kebijakan publiksmencakup upaya menggambarkan isi kebijakan
publik, penilaian mengenai dampak dan kekuatan-kekuatan yang berasal dari
lingkungan térhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat dari
berbagai, ‘pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap
kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai
kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada
masyarakat berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak
yang tidak diharapkan (Thomas D, dalam Wahab, 2004).

Anderson dalam Suharno, (2010) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah
kebijakan yang dikembangkan dan dirumuskan oleh instansi-instansi atau pejabat-
pejabat pemerintah. Dalam kaitan dengan hal tersebut, aktor-aktor bukan

pemerintah/swasta tentunya dapat mempengaruhi perkembangan atan perumusan
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kebijakan publik. Selanjutnya Solichin dalam Suhamo, (2010) menyatakan bahwa
studi kebijakan publik merupakan suatu studi yang bermaksud untuk
menggambarkan, menganalisa dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan
akibat dari tindakan pemerintah.

William N Dunn (1998), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah
rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga
atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang mnienyangkut tugas
pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan,
kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan ‘dan lain-lain.

Dari beberapa definisi kebijakan(publiK-di atas, dapat dikatakan bahwa
kebijakan publik merupakan: (1) keputusan atau aksi bersama yang dibuat
oleh pemilik wewenang (pemerintah); (2) berorientasi pada kepentingan
publik dengan dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya
dampak yang ditimbuikan; (3) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu; (4)aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan
untuk siapa; untuk apa, kapan, dan bagaimana.

Menurut Subarsono, (2005), Kebijakan publik memiliki dimensi yang
sangat luas dari mulai identifikasi masalah publik, desain program atau
kebijakan, implementasi, monitoring hingga evaluasi kebijakan, seperti pada

tabel ! berikut:
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Tabel 1. Tahap Analisis Kebijakan
| Tahap Karakteristik
Perumusan masalah Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi

yang menimbulkan masalah
Forecasting (peramalan) Memberikan informasi mengenai konsekuensi
dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif
kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan
Rekomendasi kebijakan | Memberikan informasi mengenai manfaat bersih
dari setiap alternatif dan merekomendasikan
alternatif kebijakan yang memberikan manfaat
bersih paling tinggi
Monitoring kebijakan Memberikan informasi merigenai konsekuensi
sekarang dan masa jalu dari diterapkannya
alternatif KebijaKan termasuk kendala-
kendalanya
Evaluasi kebijakan Membegikdn informasi mengenai kinerja atau
hasil dari suatu kebijakan

Sumber : Subarsono, 2005: 10.

Selanjutnya Dunn dalani Kismartini, dkk (2012), menyatakan bahwa
metodologi analisis kebijakan publik menggabungkan lima prosedur umum
yang lazim dipaKai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu defenisi,
prediksi, preskripsi, deskripsi dan evaluasi. Dalam analisis kebijakan
prosedur-prosedur tersebut memperoleh nama-nama khusus, yakni sebagai
berikat:

a. Perumusun masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi
yang menimbulkan masalah kebijakan

b. Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekwensi dimasa
mendatang dari penerapan alternatif kebijakan

c. Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan

relatif dari konsekuensi dimasa depan dari suatu pemecahan masalah
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d. Pemantauan (deskripsi), menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang
dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan
e. Evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi
pemecahan atau pengatasan masalah.
4. Tinjavan Umum Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

Setiap tahun, rencana kegiatan dan pembiayaan penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan dan pembangunan daerah otonoin dituangkan dalam
dokumen yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).  Seyogyanya, seluruh rencand penérimaan dan pengeluaran
pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan
tercatat dalam APBD sebagai salab-satu’dokumen anggaran tahunan. Dengan
demikian, APBD dapat enjadi cerminan kinerja dan kemampuan
pemerintah  daerah,(_khusosnya dalam membiayai dan mengelola
penyelenggaraan  pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah
masing-masing pada satu tahun anggaran.

Untuk " mengetahui kinerja dan kemajuan pembangunan daerah di
masing-masing kabupaten/kota serta keselarasannya dengan rencana dan
prioritas pembangunan daerah, perlu dilakukan analisis terhadap APBD untuk
mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kemampuan daerah,
khususnya mengenai kemampuan keuangannya, analisis terhadap APBD
tersebut di atas akan dibahas secara rinci untuk masing-masing pendapatan
dan belanja secara umum. Di samping itu, akan diulas gambaran kemampuan

daerah dalamm membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah yang
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bersangkutan, dikaitkan dengan indikator pertumbuhan ekonomi daerah
seperti perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) serta
perkembangan investasi pemerintah dan masyarakat.

Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Mamesah
(1995), dapat diuraikan sebagai berikut: A = Anggaran dalam arti estimate
mempunyai makna penentuan, patokan atau penetapan banyaknya uang; P =
Pendapatan atau income dalam arti penerimaan, dimaksudkan bahwa untuk
membiayai pengeluaran, diperlukan sumber-sumberdalam hal ini untuk
daerah dikenal dengan Pendapatan Asli Daergh (PAD) berupa pajak, retribusi
dan lain-lain bagi hasil pajak/bukan pajak serta sumbangan (berupa
sumbangan atau subsidi) dan_bantuan pembangunan; B = belanja atau
govermen!  expenditure “atau  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah,
dimaksudkan bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam
melaksanakan \tugas' dan fungsinya jelas memerlukan dan melakukan
pengeluaran_ tersebut, maka diperlukan sumber daya ekonomi antara lain
berupa atau dinyatakan dengan penggunaan uang. Uang tersebut untuk
keperluan belanja rutin dan belanja pembangunan; D = Daerah dimaksudkan
sebagai daerah otonom (dalam hal ini provinsi atau kabupaten/kota) sebagai
badan hukum publik dalam bentuk organisasi yang menjadi alat kekuasaan
dalam menjalankan pemerintahan di daerah.

Selanjutnya Mamesah (1995), mendefinisikan bahwa Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana operasional keuangan
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pemerintah daerah di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan
pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek
dagrah dalam satu tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan
perkiraan pendapatan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang
dimaksud.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah .dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Befanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah suatu rencana’ Kéuangan tahunan daerah yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah téntang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Sedangkan dalam’ Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yangqdibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD.

Dari uraian tersebut, maka APBD merupakan rencana operasional
daerah yang menggambarkan adanya aktivitas yang dilaksanakan yang telah
diuraikan secara rinci. Adanya sumber pendapatan dan penerimaan yang
merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan
aktivitas-aktivitas tersebut sedangkan belanja/pengeluaran yang ada

merupakan batas maksimal belanja/pengeluaran yang akan dilaksanakan,
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dituangkan dalam bentuk angka, jenis program/kegiatan dan jenis proyek serta
dilaksanakan untuk satu tahun anggaran.

Menurut Musgrave-Musgrave (1991), fungsi utama dari kegiatan
pemerintah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
terdiri atas tiga fungsi yaitu:

a Fungsi alokasi berupa penyediaan barang sosial (sosial good) atau proses
pembagian keseluruhan sumber daya untuk digunakan” sebagai barang
pribadi (private goods) dan barang sosial dan’ bagaimana komposisi barang
sosial ditentukan.

b Fungsi distribusi yaitu penyesuaian\terhadap distribusi pendapatan dan
kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat
sebagai suatu keadilan disiribusi yang merata dan adil

¢ Fungsi stabilisasi“yaity/ penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat
untuk mempeftahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat
stabilitas\yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat dengan
meniperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca
pembayaran.

Karena anggaran sangat terbatas, maka APBD harus disusun dengan
baik dan dipertimbangkan dengan seksama serta memperhatikan skala
prioritas dan dalam pelaksanaannya harus terarah pada sasaran dengan cara
yang berdaya guna dan berhasil guna baik program pembangunan maupun

kegiatan rutin untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
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Menurut Nurjaman (1992), untuk tercapainya strategi kebijaksanaan
anggaran secara keseluruhan maka yang perlu diperhatikan adalah pada
hakikatnya APBD merupakan perwujudan amanah rakyat kepada eksekutif
dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum
kepada masyarakat dalam batas kemampuan ekonomi yang dimiliki. Dengan
demikian APBD harus mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan
sejalan dengan kerangka kebijakan nasional atas“dasar prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun kebijakan keuangan daerah
dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD menurut Nurjaman (1992),
menganut prinsip-prinsip sebagai beérikut:

1) Keadilan anggaran, dengan adanya beban pembiayaan yang dipikul
langsung maupun tidak langsung oleh kelompok masyarakat melalui
mekanisme perpajakan dan retribusi, maka pemerintah daerah harus
merasionalkap pengeluaran atau belanja secara adil untuk dinikmati
hasilriya secara proporsional oleh para wajib pajak maupun retribusi

2) Efisiensi dan efektivitas anggaran, artinya bagaimana memanfaatkan
uang sebaik mungkin (value for money) untuk dapat menghasilkan
perbaikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna
kepentingan masyarakat

3). Anggaran berimbang dan dinamis, artinya alokasi belanja yang
dianggarkan harus disesuaikan dengan kemampuan penerimaan daerah

yang realistis.
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4) Disiplin anggaran, artinya anggaran Dinas/Badan/Satuan Kerja
Perangkat Daerah lainnya disusun berdasarkan prioritas yang sesuai
dengan upaya pencapaian sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) dan dilaksanakan secara efisien, tepat guna dan tepat waktu
serta dapat dipertanggungjawabkan.

5) Transparansi dan akuntabilitas anggaran artinya dalam_perencanaan dan
pelaksanaan  anggaran merupakan wujud\/~pertanggungjawaban
pemerintah daerah kepada masyarakat. Ahggaran daerah harus mampu
memberikan informasi yang lengkapuntuk kepentingan pemerintah
pusat, pemerintah daerah dan ‘masyarakat dalam berbagai format yang
akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian.

3.1. Pokok-pokok penyusunan APBD

Sesuai Permendagri’ Nomor 37 Tahun 2010 tentang pokok-pokok
kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam menyusun
APBD, terkait’ dengan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembidyaan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD
merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian
dasar hukum penerimaannya. Dalam mengelota PAD, ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan antara lain:
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1) Dalam merencanakan target PAD agar mempertimbangkan realisasi
penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi
yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah

2) Dalam upaya peningkatan PAD agar tidak menetapkan kebijakan
yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut
dapat ditempuh melalui penyederhanaan pajak dan retribusi daerah,
meningkatkan ketaatan wajib pajak dan perhbayar retribusi daerah
serta meningkatkan pengendalian danpengawasan atas pemungutan
PAD yang diikuti dengan penidgkatan kualitas, kemudahan,
ketepatan dan kecepatan pelayanan.

3) Dalam menganggarkan rencana pendapatan dacrah dari hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya rasional
dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan serta
memperhatikan fungsi penyertaan modal.

4) «Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dalam bentuk apapun
yang dapat dinilai dengan vang sebagai akibat dari penjualan, tukar
menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk
penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat
penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan
kekayaan daerah yang tidak terpisahkan merupakan PAD.

5) Dalam hal daerah telah membentuk badan layanan daerah, seperti

rumah sakit umum daerah (RSUD) maka penerimaan rumah sakit

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41450.pdf

35

tersebut dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan lain-
lain PAD yang sah.
b. Dana Perimbangan
Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan
melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip morney follows

Junction. Salah satu tujuan pemberian dana“perimbangan tersebut

adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal dntara pemerintah pusat

dan daerah serta antar pemeriitalf, dderah, serta meningkatkan
kapasitas daerah dalam menggalispoteénsi ekonomi daerah.

1) Mengingat proses penyusunan APBD sudah dimulai sejak bulan
Juni tahun berjalan sedangkan penetapan pagu definitif berjalan
direncariakan/sekitar bulan Oktober, maka pencantuman pagu
dana’ perimbangan dalam penyusunan APBD tahun anggaran
berjalan supaya dilakukan proyeksi anggaran atas dasar alokasi
definitif dana perimbangan tahun anggaran berjalan.

2) Terhadap perencanaan alokasi dana bagi hasil, pemerintah daerah
dapat memperkirakan besaran alokasi dana bagi hasil lebih rendah
dari Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2010.

3) Dana bagi hasil cukai tembakau yang dialokasikan ke provinsi

dan kabupaten/kota disesuaikan dengan keputusan Gubemur.
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c. Lain-lain pendapatan yang sah

1) Pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan pendapatan bagi
hasil yang diterima dari provinsi agar menggunakan pagu
anggaran tahun sebelumnya sedangkan bagian pemerintah
kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah
provinsi akibat melampaui target agar ditampung dalam
perubahan APBD.

2) Pencantuman rencana penerimaan’ hibah” berupa uang dalam
APBD didasarkan atas dasar maskah perjanjian hibah (NPH)

3) Bagi daerah yang belum\ ménganggarkan pendapatan yang
bersumber dari dana alokasi umum, dana bagi hasil, hibah, dana
darurat, dan sumbangan pihak ketiga pada satwan kerja pengelola
keuangan dacrah (SKPKD) supaya dalam penyusunan APBD
dianggarkan pada SKPKD.

3.2. Teknis, Penyusunan APBD
Dalam menyusun APBD, sesuai dengan Permendagri Nomor 59
Tahun 2007, Pemerintah Daerah dan DPRD perlu memperhatikan hal-hal
teknis sebagai berikut:
a. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintah daerah

menyusun dan menetapkan APBD secara tepat waktu, yaitu paling
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lambat tanggal 31 Desember sebagaimana dimaksud dalam pasal 116
ayat (2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;

b. Pemerintah daerah diharapkan memenuhi jadwal proses penyusunan
APBD, mulai dari penyusunan dan penetapan KUA-PPAS bersama
DPRD hingga dicapai kesepakatan terhadap raperda APBD antara
pemerintah daerah dengan DPRD;

c. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rentana-Kerja Pemerintah
(RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah ‘Daerah (RKPD), antara
RKPD dengan KUA dan PPAS sefta antara KUA-PPAS dengan
RAPBD yang merupakan kfistalisasi dari seluruh RKA-SKPD dan
RKA-PPKD, sehingga APBD merupakan wujud keterpaduan seluruh
program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan
umum dan/kesejahteraan masyarakat di daerah;

d. Materi, KUA “mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan
tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang bersifat
wmum misalnya gambaran kondisi ekonomi makro, asumsi dasar
penyusunan RAPBD, kebijakan pendapatan daerah yang
menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan
daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama

dan besaran pendapatan daerah;
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€. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran
belanja tidak langsung SKPD seperti gaji serta rincian anggaran
belanja langsung menurut program dan kegiatan di SKPD;

f. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dan dana
perimbangan dan pendapatan hibah, belanja tidak langsung, rincian
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;

g. Dalam rangka penyederhanaan dokumerh -penjabaran APBD,
beberapa informasi yang dituangkaf -dalam kolom penjelasan
penjabaran APBD ditiadakan sepetti dasar hukum penganggaran
belanja, target/volume yang direncanakan dan tarif pungutan/harga
satuan;

h. Dalam hal terdapat kendala dalam proses pembahasan dan penetapan
rancangan-peraturan daerah tentang APBD meskipun telah dilakukan
perpanidngan waktu, maka kepala daerah menyusun rancangan
peraturan kepala daerah tentang tentang APBD untuk mendapatkan
pengesahan  Gubernur. Persoalan tersebut dalam rangka
mengantisipasi perubahan kebijakan akibat dinamika yang terjadi
serta untuk memberikan ruang bagi kepala daerah dalam menangani
persoalan tersebut, Pemerintah daerah mencantumkan kriteria
tertentu terkait dengan belanja dalam kategori mendesak atau darurat;

i. Pelaksanaan perubahan APBD diupayakan dilakukan setelah

penetapan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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Persetujuan bersama pimpinan DPRD dan kepala daerah atas
rancangan perda tentang perubahan APBD ditetapkan paling lambat
akhir bulan September dengan ketentuan pemerintah daerah tidak
menganggarkan fisik konstruksi pada APBD perubahan tersebut.
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Mekanisme
penyusunan  APBD dilaksanakan melalui 3 tahap. yaitu penetapan,
perubahan dan perhitungan APBD.
1} Penetapan APBD
Yang dimaksud dengan penetapan” APBD adalah penetapan
rencana APBD yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan
diajukan kepada DPRD “untuk ditetapkan sebagai Perda. APBD
tersebut kemudian periu disahkan oleh pejabat yang berwenang. Untuk
APBD tingkat, Il /yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang
adalah ,Gubemur dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
DRRD. KAPBD yang telah disahkan oleh Gubernur disebut APBD.
2) Perubahan APBD
Pemerintah Pusat dan Daerah dapat melakukan perubahan
anggaran meskipun APBDnya telah disahkan dengan ketentuan,
pemerintah tetap dapat mempertajam prioritas pembangunan dan
mempercepat pencapaian tujuan daerah.
Beberapa penyebab terjadinya perubahan rencana APBD antara

lain adalah adanya perbedaan antara perencanaan dengan
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realisasi/pelaksanaan akibat perubahan harga, pengurangan dan
penambahan volume pekerjaan, dan berbagai sebab lainnya yang
menyebabkan pergeseran anggaran. Namun demikian, pada tahap
perubahan ini tetap tidak dimungkinkan adanya perencanaan
program/proyek/kegiatan fisik baru. Hal ini mengingat waktu antara
proses pengesahan dan pelaksanaannya sangat .singkat sehingga
pekerjaan tersebut tidak selesai pada tahun anggarar-yang bersangkutan.

Perubahan APBD tersebut ditetapkan dengan-perda APBD perubahan.

3) Perhitungan APBD
APBD ditetapkan paling’ lambat pada bulan Desember atau 3
bulan setelah ditetapkannya APBN untuk tahun anggaran berikutnya.
Perhitungan terhadap ‘realisasi anggaran rutin maupun pembangunan
merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
pada setiap’akhir tahun anggaran. Perhitungan tersebut dilakukan setelah
sefua proyek selesai sehingga dapat diketahui sisa anggaran tahun yang
bersangkutan. Perhitungan APBD ditetapkan dengan Perda APBD.
B. Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis anggaran pembangunan daerah sektor pertanian
diteliti oleh Kambuaya (2002) dalam hubungannya dengan pertumbuhan
pendapatan daerah provinsi Papua. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sektor pertanian, tidak

mempunyai pengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB)
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dan pendapatan asli daerah (PAD) diakibatkan oleh keterbatasan sarana dan
prasarana pendukung bagi masyarakat (petani), kurang tersedianya teknologi
pertanian, kurangnya rangsangan produksi dari pemerintah dan perbankan serta
sarana pendukung distribusi pemasaran produksi pertanian belum memadai. Hal
ini diakibatkan masih kurangnya alokasi anggaran untuk sektor pertanian
sehingga anggaran belanja pembangunan dacrah sektor pertanian lebih banyak
diarahkan dalam bentuk bantuan-bantuan yang sifatnya, kensumtif atau non
ekonomi.

Demikian juga penelitian mengenai 2nali§is penyusunan dan penetapan
anggaran pendapatan belanja dan belanja, daerah dinas kesehatan kabupaten
Nunukan tahun 2011 yang diteliti oleh” Parmedi (2011), hasil penelitiannya
menyatakan bahwa pelaksanaan” program kerja yang tercantum dalam
perencanaan strategis”masih” memiliki banyak kendala seperti keterbatasan
anggaran dan minimnya tenaga kesehatan yang ada schingga program dan
kegiatan yang, dilaksanakan diprioritaskan pada kegiatan yang bersentuhan
langsung dengan kesehatan masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa penetapan
pagu SKPD sepenuhnya kebijakan Bupati sehingga terdapat proses penyusunan
APBD tidak sesuai dengan semestinya karena pada saat pembagian alokasi
anggaran semua syarat kepentingan tanpa memperhatikan lagi proses awal
perencanaan. Demikian pula lembaga legistatif (DPRD) yang diharapkan mampu
memperjuangkan anggaran bidang kesehatan ternyata hanya sebatas wacana, hal

ini diakibatkan adanya konflik kepentingan sesama anggota DPRD.
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Penclitian mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran,
telah dilakukan oleh Hasmi (2008), di lingkungan Pemerintah Kabupaten Singkil
terutama setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Pemerintahan Daerah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat
efisiensi pengelolaan anggaran setelah penerapan Undang-undang Nomor 22
Tahun 2009 adalah 24 — 63% dan efektivitasnya mencapai 96 = 109%. Sedangkan
Agustinus (2012) meneliti tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD) provinsi Papua. Hasil penelitianfiyasmenunjukkan bahwa rasio
efisiensi pengelolaan anggaran pada tahun 2010 < usitukbelanja operasi dan belanja
modal adalah 45,57% dan rasio efektivitaénya\belanja operasi dan belanja modal
mencapai 115,66%. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi'Papua baik belanja operasi maupun belanja
modatl jika dilihat dari analisis_efektifitasnya menunjukkan bahwa pengelolaan APBD

Provinsi Papua sangat efektif.

Menurut_Ulfa ‘dalam Samodra (2005), Secara umum banyak provinsi dan
kabupaten/kata di Indonesia yang hanya menganggarkan 15-35% Anggaran
Pendapatan’ dan Belanja Daerah untuk pembangunan fisik tetapi disisi lain
terjadi pembengkakan anggaran untuk pejabat dan anggota DPRD provinsi dan
kabupaten/kota untuk rumah dinas, kendaraan dinas, perjalanan dinas dan studi
banding. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak punya sense of crisis, tidak
tahu urgensi dan prioritas penggunaan anggaran sehingga banyak jalan rusak
yang tidak mendapatkan alokasi anggaran sehingga kerusakan jalan berakibat

buruk pada perekonomian, dimana banyak hasil pertanian yang membusuk
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karena tidak bisa di distribusikan. Selanjutnya dikatakan bahwa situasi semacam
ini bersumber pada aturan yang belum lengkap dan rinci tentang pembagian
kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga
pemerintah kabupaten/kota dapat dengan leluasa menggunakan anggarannya
tanpa ada kontrol yang ketat dart pihak manapun, baik pemerintah pusat, provinsi
maupun masyarakat baik terhadap anggota DPRD maupun kepada Bupati dan
aparat birokrasi. Selain itu sistem informasi keuangan, yang-bélum transparan

juga akan menyulitkan kontrol dari masyarakat.

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Menurut Irawan (2010), merunraskan Kerangka teoritik dapat melalui dua
metode pendekatan, yaitu pendekitan emik dan pendekatan etik. Dengan
pendekatan emik, dibangun kerangka teoritik dari “bawah” (gruended), dalam
konteks (lokus) budaya-tertentu dan karena itu sifatnya spesifik, eksklusif,
kasuistis dan_ nongeneralisasi sehingga seorang peneliti didorong untuk
“membebaskan diri” dari berbagai teori dan penjelasan ilmiah yang berkaitan
dengan foKus penelitian. Sedangkan dengan pendekatan etik, ditunjang dengan
teori yang relevan dengan fokus penelitian dan membuat sistesis (menyatukan)
berbagai teori menjadi kerangka teori versinya sendiri. Peneliti kualitatif
cenderung menggunakan gabungan pendekatan tersebut, pada mulanya ia
membangun kerangka teoritiknya dengan pendekatan etik. Kerangka ini bersifat
tentatif, kemudian ketika mulai terjun kelapangan dan mengumpulkan data

peneliti mulai membangun kerangka teoritiknya dengan pendekatan emik.
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1. Kerangka Konseptuai
Berdasarkan teori tersebut diatas maka adapun kerangka konsep dalam
penelitian ini yang masih bersifat tentatif tentang analisis perencanaan dan
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan
pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan yaitu :
Gambar 1: Kerangka Berfikir Analisis Perencanaan dan Penyusunan APBD

Kabupaten Nunukan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan

PERENCANAAN STRATEGIS
- VISI
- MISI
- TUJUAN
-  STRATEGLKEBIJAKAN UMUM

PENYLISUNAN PROGRAM KERJA
- % FORUM SKPD
£~ MUSREMBANG
- RENJA SKPD

PENYUSUNAN ANGGARAN
- KUA
- RKA
- RAPBD
- Perda APBD
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2 Definisi Konseptual

a. Perencanaan Strategis adalah perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Peternakan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari
Rencana Kerja Pembangunan Daersh (RKPD) Kabupaten Nunukan.yang
bertujuan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk
dan memandu bagaimana menjalankan organisasi, apa_yang dikerjakan
organisasi serta rencana yang dihasilkan serta menguraikan dengan lengkap
kebijakan jangka panjang yang ingin diterapkan, fuigan jangka panjang yang
ingin dicapai dan pentahapan kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Penyusunan Program Kerja/Kegiatan, —merupakan proses perencanaan
program kerja dan kegiatan pada_Winas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan yang dilaksanakan -dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang
mengacu pada Perencanaan Strategis SKPD.

c. Penyusunan (Anggaran dan kebijakan pengalokasian APBD merupakan
proses penganggaran pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
yang mengacu pada penyusunan Program Kerja SKPD.

3. Definisi Operasional

a. Indikator Perencanaan Strategis adalah visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi
kebijakan umum pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
yang bertujuan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang
membentuk dan memandu bagaimana menjalankan organisasi, apa yang

dikerjakan organisasi serta rencana yang dihasilkan serta menguraikan dengan
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lengkap kebijakan jangka panjang yang ingin diterapkan, tujuan jangka
panjang yang ingin dicapai dan pentahapan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Untuk memudahkan pencapaian perencanaan strategis maka perlu dibuat
Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang bertujuan untuk mengukur pencapaian
kinerja SKPD setiap tahunnya sehingga pelaksanaan program dan kegiatan
bisa di evaluasi apakah sudah mendukung pelaksanaan .visi, misi, tujuan,
sasaran dan strategis kebijakan umum atau belum, ‘sehingga bisa menjadi
bahan masukan untuk pelaksanaan program” dan~Kegiatan pada tahun
berikutnya. Selanjutnya Perencanaan Strategis akan di tindaklanjuti dengan
Penyusunan Program Kerja SKPD.

b. Indikator penyusunan program kerja terdiri dari Forum Satuan Kerja Perangka
Daerah (SKPD), Musyawarah Réncana Pembangunan (Musrembang) sampai
pada Rencana Kerja,SKPD. Penyusunan program kerja dilaksanakan setiap
tahun merupakan ,tindak lanjut dari penyusunan perencanaan strategis.
Program kerja ‘yang dibuat harus mendukung pelaksanaan visi, misi dan
tujuan \SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan. Selanjutnya
program kerja akan di tindaklanjuti dengan penyusunan anggaran SKPD.

c. Indikator Penyusunan Anggaran dan Kebijakan Alokasi Anggaran terdirt dari
Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Penetapan Platfon Anggaran Sementara
(PPAS), Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sampai pada

pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Dacrah (APBD). Penyusunan Anggaran Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Peternakan terdiri dari rencana belanja program dan kegiatan
SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten
Nunukan, Penyusunan anggaran dibuat berdasarkan usulan dari masing-
masing bidang yang terdiri dari 4 bidang dan | sekretariat pada Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan yang disesuaiakan dengan pagu
anggaran yang telah ditetapkan oleh Tim Anggaran-Pemerintah Daerah

(TAPD).
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BAB 111
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian
dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) dan disebut sebagai
metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan
interpretasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan (Sugiyeno, 2010).
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Perencanaan dan
Penyusunan anggaran pendapatan dan belanjal daérah Kabupaten Nunukan:
Kasus Dinas Pertanian Tanaman Pangan'dan Peternakan
B. Narasumber/Informan Kunci
Penentuan informan penelitian dengan menggunakan purposive sampling
adalah teknik penentuan, samipel dengan pertimbangan tertentu karena informan
tersebut terlibatlamgsung dalam perencanaan dan penyusunan rencana kerja
anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, juga terlibat dalam
penyusunan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Nunukan

C. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten

Nunukan fokus Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Peternakan
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Kabupaten Nunukan, Bappeda, Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan
Aset Daerah (DPPKAD) dan DPRI) Kabupaten Nunukan..
2. Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan selama dua bulan sejak awal bulan Februari
sampai awal bulan April 2013.
D. Prosedur Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini sumber data dipilih, dan mengutamakan perspektif
emik artinya mementingkan pandangan informan. Data yang dikumpulkan terdiri
atas :
1. Data Primer diperoleh dengan cara :
a. Wawancara mendalam (indepth interview)
Jenis wawacara ini sudah termasuk dalam kategori indepth interview, dimana
dalam pelaksanaannya ditufitut banyak informan yang dijadikan sumber yang
akan diwawancarfa guna mendapatkan data yang lebih dalam dan terinci serta
pelaksaniaannya’ lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
Tujuarh dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan
secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat
dan ide-idenya. tentang proses perencanaan dan penyusunan APBD
Kabupaten Nunukan: Kasus Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan. Disini diperlukan kemampuan dan kejelian pewawancara dalam
melakukan pelacakan dan pendalaman terhadap bahan yang diperiukan oleh

penulis.
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Proses pengumpulan data ini akan menggunakan alat bantu berupa pedoman
wawancara (guide interview), tape recorder, dan alat tulis menulis.
b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan terhadap metode Perencanaan, Penyusunan Anggaran dan

Pengalokasian APBD Kabupaten Nunukan: Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Peternakan dilakukan sebagai suatu bentuk metode.triangulasi untuk

validasi data hasil wawancara.
2. Data sekunder diperoleh dengan cara :

a) Melakukan analisis penyusunan Ren¢ana Keérja Pembangunan Daerah
(RKPD), Rencana Kerja Anggaran\(RKA), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan: Kasus Dinas Pertanian dan
Tanaman Pangan dan Peternakan untuk mengetahui proses Perencanaan
dan penyusunanAPRBD Kabupaten Nunukan khususnya Dinas Pertanian
dan Tanaman'Pangan dan Peternakan.

b) Telazhan dokumen tentang peraturan perundang-undangan tentang
perencanaan dan penyusunan APBD, hasil penelitian dan buku penunjang
lainnya.

E. Teknik Pengolahan Data
Untuk memudahkan pengolahan data digunakan matriks hasil

pernyataan informan menurut Bogdan dan Biklen dalam Hamzah (2000),

sebagai berikut :

1. Data emik merupakan hasil pernyataan informan
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2. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3. Konsep emik mengacu pada pandangan informan yang dikaji berdasarkan
hasil wawancara mendalam kemudian disimpulkan kata kuncinya.

4. Konsep etik yaitu diskripsi dan analisis yang dilakukan dalam konteks
skema dan kategori konseptual yang dianggap bermakna oleh komunitas
penganut ilmiah.

F.Teknik Analisis dan Penyajian Data

Analisis data dalam penelitian ini menuref Miles dan Huberman dalam
Sugiyono (2010), analisis data dilakukan‘seeara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampai tuntas, schingga/datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam
analisis data yaitu: 1) Reduksi, data (data reductio), mereduksi data yang
dimaksud adalah merangkum; memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada
hal-hal penting, dicdri,téma dan polanya. Dengan demikian data yang telah
direduksi akan‘memberikan gambaran yang lebih jelas; 2) Penyajian data (data
display), Penyajian data yang dimaksud adalah dilakukan dalam bentuk uraian
singkat dalam bentuk teks naratif, dan 3) Kesimpulan (conculsion/verification),
penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kesimpulan awal yang masih
bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang

mendukung.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan atas hasil penelitian ini, maka dapat

disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangap.dan Peternakan
Kabupaten Nunukan memuat visi, misi, lujuan dan strategi-kebijakan umum
merupakan proses yang saling berkaitan dan derkesinambungan sehingga
menjadi acuan dalam menyusun program kerjd dan kegiatan dalam mencapai
tujuan pembangunan daerah khususnya, untuk sektor Pertanian Tanaman
Pangan dan Peternakan di KabupatenNunukan sehingga target pencapaian
kinerja bisa lebih dioptimalkan, Rendahnya alokasi anggaran untuk SKPD
Dinas Pertanian Tamaman/Pangan dan Peternakan menjadi salah satu faktor
yang dominan, ddlam menghambat pencapaian sasaran target Kinerja yang
ditetapkan,dalam rencana kerja pembangunan daerah khususnya untuk sektor
pertanian,

2. Penyusunan Program Kerja dan Kegiatan didasarkan pada kemampuan
keuangan daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor pertanian.
Dalam menyusun rencana kerja/Kegiatan tahunan didasarkan atas usulan
masyarakat pada saat pelaksanaan musrembang. Pelaksanaan forum SKPD
dilaksanakan sebelum pelaksanaan musrembang tingkat kabupaten untuk

mensinkronkan rencana kerja’kegiatan pada setiap SKPD. Penyusunan
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rencana kerja tahunan disesuaikan dengan rencana kerja yang telah disepakati
oleh setiap SKPD.

3. Dalam Penyusunan Anggaran dan Kebijakan Alokasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Penetapan pagu anggaran untuk setiap SKPD menjadi
kewenangan Bupati. Penyusunan Kebijakan umum anggaran (KUA), rencana
kerja anggaran (RKA) dan rencana anggaran dan pendapatan dan belanja
daerah (RAPBD) merupakan rencana keuangan pemerintah-yang dibahas dan
disetujui bersama antara pemerintah daersh dan.DPRD yang ditetapkan
dengan peraturan daerah APBD. Realisasi APBD pada SKPD Dinas Pertanian
tanaman Pangan dan Peternakan pada‘tahun 2012 sebesar 83,77% dengan
realisasi fisik sebesar 92,91% menunjukkan bahwa pelaksanaan program kerja
dan kegiatan berjalan efektif sedangkan Pagu dana APBD Kabupaten
Nunukan tahun 2012, Rp/ 1.803.902.714.556,90 dan terealisasi sebesar Rp.
1.197.643.582.422,66  atau  66,39% menunjukkan bahwa pelaksanaan
program keria dan kegiatan pada APBD belum berjalan efektif menyebabkan
tingginya angka silpa sebesar Rp. 606.259.132.134,24. Alokasi pagu
anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan pada tahun 2012
sebesar Rp. 19.869.879.546,80 atau 1,10% dari total APBD Kabupaten
Nunukan sebesar Rp. 1.803.902.714.556,90. Rendahnya alokasi anggaran
berdampak pada terkendalanya pencapaian target kinerja yang tercantum
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Peternakan Kabupaten Nunukan.
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B. SARAN

1. Diharapkan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Nunukan beserta jajarannya agar dalam menyusun
perencanaan strategis tetap mempertimbangkan jumlah anggaran dan kondisi
realitas yang ada di masyarakat selain itu perlu juga meningkatkan kualitas
SDM petani dan peternak untuk mendukung program pembangunan sektor
pertanian dan peternakan di kabupaten Nunukan.

2. Penyusunan Program Kerja dan Kegiatan didasarkan rencana strategis dan
rencana kerja SKPD sehingga terjadi késiiambungan dalam pelaksanaan
program kerja dan kegiatan sehingga target yang akan dicapai lebih mudah
terukur setiap tahunnya. Pelaksanaan forum SKPD dan Musrembang periu
lebih di intensifkan sehingga,pelaksanaan program kerja selain merupakan
aspirasi masyarakat) jugdterjadi sinergi antar SKPD dalam membangun
sektor pertanian/di/kabupaten Nunukan.

3. Penyusunan, Anggaran dan Kebijakan Alokasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Penetapan pagu anggaran untuk setiap SKPD menjadi
kewenangan Bupati. Sehingga diharapkan kepada Bupati Nunukan selaku
penanggungjawab APBD serta Tim Anggaran Pemerintah daerah dan Tim
Banggar DPRD Dalam Penyusunan Anggaran dan Kebijakan Alokasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar alokasi anggaran untuk
sektor ekonomi khususnya bidang pertanian bisa lebih diprioritaskan untuk

mendukung target pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
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Nunukan, khususnya pada program pembangunan sektor ekonomi dan
pengentasan kemiskinan di kabupaten Nunukan serta diharapkan agar pada
tahun anggaran berikutnya ada keseimbangan antara alokasi anggaran untuk
kegiatan fistk dan alokasi anggaran untuk program ekonomi atau
peningkatan kesejahteraan muasyarakat. Selain itu perlu dipertimbankan
dalam pembagian pagu anggaran tahun anggaran berikutnya bahwa
penyumbang angka silpa terbesar pada APBD Kabupalen Nunukan Tahun
Anggaran 2012 adalah dari SKPD yang banyak-melaksanakan pekerjasn

fisik seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan.
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Lampiran 1: Matrik Hasil Pernyataan Informan berdasarkan Hasil Wawancara
Dimensi : Perencanaan Strategis

A. Indikator Visi
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No | INFORMAN DATA EMIK KESIMPULAN/ KONSEP KONSEP
REDUKSI EMIK ETIK
1. | YFW Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan | Visi Dinas».Visi Dinas Visi merupakan
Kepala mengacu pada visi Bupati dan wakil bupati terpilih periode | Pertanian Pertanian gambaran pernyataan
Dispertanak | 2011-2016 yaitu mewujudkan Kabupaten Nunukan yang | Tanaman ‘Rangan | Tanaman kedepan dari suatu
maju, aman, damai, adil, bermoral, demokratis, mandiri, | dan _-Peternakan | Pangan dan organisasi yang harus
sejahtera serta berdaya saing sebagai beranda depan NKRI | adalah Petermakan konsisten dengan nilai
sehingga vis! Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan | mewujudkan adalah visi (LAN R, 2008)
Peternakan disesuaikan dengan kewenangan Dinas yang'| kabupaten penjabaran dari
salah satunya adalah peningkatan produksi dan produktifitas \Wunukan  yang | visi kabupaten
tanaman pangan, holtikultura dan peternakan__ yaitu'}maju, sejahtera | Nunukan
mewujudkan kabupaten Nunukan yang maju, se¢jahteraidan | dan berdaya
berdaya saing sebagai beranda terdepan NKRI. saing sebagali
beranda terdepan
5 | AB Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan. dan ‘Peternakan | NKRI.
' Kas’uba merupakan penjabaran dari visi Kabupaten Nunukan
Penyusfnan sehingga program dan kegiat:fm yang dildksanakan SKPD
Program harus mengacu p{;da pencapaian target dan sasaran untuk
dan pencapaian visi Dinas serta visi kabupaten Nunukan. Dalam
Penentuan visi Dinas kami~.bersama Kepala Dinas,
Pelaporan

sekretaris, kabid, kasie dan kasubag lingkup Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan sehingga banyak masukan
dan ide yang dapat dikembangkan dan merujuk pada visi
kabupaten Nunukan periode sekarang dan sebelumnya
sehingga ada kesinambungan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




Dimensi ; Perencanaan Strategis

B. Indikator Misj
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No | INFORMAN | DATA EMIK KESIMPULAN/ KONSEP KONSEP
REDUKSI EMIK ETIK
1. | YFW, Pencapaian misi harus didukung oleh ketersediaan dana dan | Misi Dinas Pertanian Misi mengacu | Misi merupakan
Kadis sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari | Pertanian Tanaman pada visi pernyataan mengapa
Pertanak aparatur pemerintah maupun masyarakat itu sendiri yang | Pangan dan Peternakan suatu organisasi
terlibat secara langsung dalam pelaksanaan misi tersebut. adalah peningkatan dibentuk (LAN RI
kualitas SDM aparatur 2008)
2. | AB, Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan | dan agenda program
Kasubag kabupaten Nunukan mengacu pada misi Bupati dan wakil |, ékofvemi mandiri,
Penyusunan | bupati terpilih periode 2011-2016 yaitu Pembenahan bidang(| kesejahteraan serta
Program pemerintahan berdasarkan prinsip good governance .an [‘berdaya saing sebagai
dan clean governance (pemerintahan yang bersih).. yang'}‘beranda terdepan NKRI
pelaporan | didukung oleh program pengembangan strategis.-sektor
pertanian dan peternakan antara lain peningkatan>kualitas
SDM aparatur dan agenda program ekoriomi | mandiri,
sejahtera dan berdaya saing sebagai beranda terdepan NKRI.
3. | DK, Menurut saya, misi Dinas Pertanian{ Tanaman Pangan dan
Sekretaris | Peternakan yaitu meningkatkan  kesejahteraan petani,
Dispertanak | meningkatkan ketahanan pangan/“dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakaf Thasih sejalan dengan misi
Bupati Nunukan periode-2011-2016 kabupaten Nunukan
untuk sektor pertanian yaitthpeningkatan dan pengembangan
bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan kelauvtan.
Sehingga pada dasarnyd misi Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Peternakan merupakan perpaduan antara misi
bupati periode 2006-2011 dan bupati periode 2011-2016.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




Dimensi : Perencanaan Strategis

C. Indikator Tujuan
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No | INFORMAN DATA EMIK KESIMPULAN/ | KONSEP KONSEP
REDUKSI EMIK ETIK
1. | YFW Tujuan akhir dari pelaksanaan misi adalah pencapaian visi | Pencapaian tujuan | Capaian Tujuan adalah
Kadis yang telah ditetapkan yaitu tercapaianya swasembada pangan | Dinas Pertanian tujuan besaran spesifik
Pertanak di Kabupaten Nunukan. Pencapaian tujuan pembangunan | TanamamPangan | masih apa yang akan
sektor pertanian belum begitu optimal karena belum | dan Peternakan minim dicapai dalam
tersedianya sarana dan prasarana bidang pertanian yang | masih Sangat sulit | karena periode
memadai tercapaikarena banyak perencanaan
niasih minimnya | kendala sedemikian rupa
2. |DK Pencapaian tujuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan/| sarana dan sehingga visi
Sekretaris | Peternakan khususnya dalam mewujudkan swasenibada"| prasarana serta yang telah
Dispertanak | pangan dan daging di kabupaten Nunukan masih agak suiit | keterbatasan dirumuskan
terpenuhi karena dukungan anggaran APBD untuk dinas | anggaran dapat tercapai

pertanian masih sangat minim yang berkisar antara 9;5% - 1,5
dari total APBD kabupaten Nunukan setiap tahunnya'sehingga
target yang telah ditetapkan dalam- ‘Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) sangat _sulit tercapai. Ideainya
alokasi anggaran SKPD Dinas Pertarian Tanaman Pangan dan
Peternakan adalah sekitar Rp. 404Milyar setiap tahunnya atau
sekitar 2% dari total APBD yang akan digunakan untuk
membenahi infrastruktur pértanian, pengadaan sarana dan
prasarana serta penyediaanbenih dan bibit unggul serta
pelaksanaan kegiatan lainnya yang bisa berdampak pada
peningkatan produksi pertaiiian dan peternakan.

(LAN RI, 2008)
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Dimensi : Perencanaan Strategis

D. Indikator Strategi Kebijakan Umum
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No | INFORMAN DATA EMIK KESIMPULAN/ KONSEP KONSEP
REDUKSI EMIK ETIK
1. |AB Menurut saya, strategi kebijakan umum Dinas Pertanian Strategi kebijakan | Sebagai Strategi ]
Kasubag Tanaman Pangan dan Peternakan yang tercantum dalam umum Dinas acuan merupakan
Penyusunan | rencana strategis yaitu : pencapaian swasembada pangan dan | Pertanian program rencana program
Program swasembada yang berkelanjutan, peningkatan diversifikasi Tanaman\Pangan | kerja untuk mencapai
dan pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor danPeternakan tujuan dalam
Pelaporan | komoditas pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. tercantum dalam periode
refistra yang perencanaan

menjadi acuan
dalam
penyusunan RKA
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Dimensi : Penyusunan Program Kerja

A. Indikator Forum SKPD
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No { INFORMAN DATA EMIK KESIMPULAN/ KONSEP KONSEP
REDUKSI EMIK ETIK
1. |AB Menurut saya, forum SKPD selama ini dilaksanakan | Forum Forum Forum SKPD
Kasubag sebelum musrembang tingkat kabupaten, cuma selama ini | penyusunan SKPD merupakan
Penyusunan | forum tersebut belum terlalu efektif sehingga terkesan | rencana mensinkron | wahana antar
Program kurangnya koordinasi antar SKPD terkait dalam pelaksanaan | kerja/kegiatan kan dan SKPD untuk
dan program kerja dan kegiatan misalnya dalam hal program | tahunanSKPD mengako mendapatkan
Pelaporan pengentasan  kemiskinan di  kabupaten  seharusnya | yang dalam modir dampak atau
dilaksanakan lintas SKPD penyusunannya usulan manfaat dari
mensinkronkan, kecamatan | program dan
RHD Forum SKPD selama ini dilaksanakan di tingkat kabupaten'{ thengakomodir kegiatan sesuai
2| Kabid berdasarkan hasil musrembang tingkat kabupaten; | aspirasi tugas dan fungsi
Ekonomi seharusnya forum SKPD dilaksanakan setiap SKPD unfuk | masyarakat di SKPD
Bappeda menyampaikan program dan skala prioritas ‘dari. SKPD | kecamatan kabupaten/kota
kemudian mendapat tanggapan dari masyarakat. Seharusnya (Permendagri
sebelum berjalannya program dan kegiatan\tahun anggaran No 13 tahun
berikutnya maka perlu dilaksanakan_fordm SKPD di akhir 2006)
tahun sehingga program dan <kegiatan yang akan
dilaksanakan sudah diketahui niasyarakat. Demikian pula
tentang penentuan calon petani dan calon lahan (CPCL)
seharusnya dilaksanakan satu ‘tahGn sebelumnya sehingga
begitu memasuki tahun-anggaran berjalan maka kegiatan
tersebut bisa segera dilaksanakan.
3 1yT, Forum SKPD itu dilaksanakan sebelum musrembang tingkat
Kabid kabupaten untuk menyamakan persepsi antar SKPD,
Pendataan, | sehingga apa yang menjadi usulan dalam musrembang
Litbang tingkat kecamatan bisa di akomodir oleh masing-masing
Bappeda SKPD sehingga diharapkan dalam pelaksanaan program dan
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dan Sarana
dan
Prasarana
Dispertanak

kegiatan pada setiap SKPD bisa saling mendukung antara
satu SKPD dengan SKPD lainnya.

Menurut pendapat saya, selama ini belum ada sinkronisasi
program kerja dan kegiatan antar SKPD di kabupaten
Nunukan, artinya masing-masing SKPD berjalan sendiri-
sendiri dan belum ada kebersamaan sehingga yang terbangun
adalah ego sektoral masing-masing SKPD sehingga Forum
SKPD sangat dibutuhkan untuk menyamakan visi dan misi
setiap SKPD
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Dimensi : Penyusunan Program Kerja

B. Indikator Musrembang
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No | INFORMAN DATA EMIK KESIMPULAN/ KONSEP KONSEP
REDUKSI EMIK ETIK
1. | RHD, Musrembang sudah ada aturannya tentang tahapan- | Pelaksanaan Musrembang Musrembang
Kabid tahapan pelaksanaannya. Usulan masyarakat yang | musrembang kecamatan adalah forum
Ekonomi menjadi prioritas akan diusulkan dalam musyawarah | kecamatan mengakomodir | antara
Bappeda rencana pembangunan (musrembang) tingkat desa atau | dilaksanakan \ |\aspirasi pemangku
kelurahan. Selanjutnya usulan yang menjadi prioritas | oleh masyarakat kepentingan
ditingkat kelurahan/desa akan diusulkan dalam | kecamataf dalam rangka
musyawarah rencana pembangunan (musrembang) di | unfuk menyusun
tingkat kecamatan. Selanjutnya usulan dari kecamatan | miengakomodir rencana
akan dibagi berdasarkan skala prioritas bagi setiap/| aspirasi pembangunan
SKPD yang selanjutnya akan disampaikan pada | masyarakat daerah
musrembang tingkat kabupaten yang selanjutnya akaf | yang akan (Permendagri
menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja) | dilanjutkan No 13 tahun
SKPD dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), | dengan 2006)
selanjutnya akan dilaksanakan musrembang tingkat | musrembang
provinsi dan nasional. tingkat
kabupaten
AB Menurut saya, Usulan masyarakat dalam Musrembang
2. Kasubag tingkat kabupaten akan menjadi dasar‘dalam menyusun
Penyusunan | rencana strategis (Renstra) SKPE maupun rencana kerja
Program (Renja) SKPD sehingga ‘apa -yang menjadi usulan
dan dalam menyusun Rericana Kerja Anggaran (RKA)
Pelaporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
merupakan  usulan masyarakat dalam musrembang
sehingga kegiatan yang dilaksanakan SKPD akan
mendapat dukungan dari masyarakat.
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Dimensi : Penyusunan Program Kerja
C. Indikator Renja SKPD
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sekretariat, dan empat bidang di SKPD, Dispertanak, sehingga
untuk bidang peternakan alokasi,anggaran setiap tahunnya
berkisar 3-4 milyar, sehinggd suntik pencapaian target
swasembada daging di kabupaten Nunukan pada tahun 2014
sangat sulit tercapai. idealnya ~pemerintah daerah harus
menyiapkan bibit sapi sebesap 500 ekor setiap tahun selama 5
tahun tetapi karena keterbatasan anggaran maka untuk dana
APBD cuma mampu disédiakan bibit sapi sebanyak 100 ekor
setiap tahunnya, sehingga kami mencari dana di tingkat
provinsi maupun tingkat pusat untuk membantu penyediaan
bibit sapi di kabupaten Nunukan. Selain itu diintensifkan juga
program inseminasi buatan (IB) maupun perguliran temak
pemerintah.

! No | INFORMAN DATA EMIK KESIMPULAN/ KONSEP KONSEP
REDUKSI EMIK ETIK
i. | YFW Idealnya pembagian pagu berdasarkan rencana kerja | Seharusnya Perencanaan | Renja SKPD
Kepala pembangunan daerah (RKPD) maupun rencana kerja (Renja) | pembagian pagu | kurang adalah
Dispertanak | SKPD yang di dalamnya sudah mencakup target pencapaian | berdasarkan RKA: | berperan dokumen
kinerja lima tahun kedepan sehingga idealnya yang | yang didjukan dalam perencanaan
menetapkan pagu anggaran setiap SKPD adalah Bappeda. | SKPD kemudian | penentuan SKPD untuk
Tetapi selama ini yang membagi pagu anggaran adalah | diasistersi oleh pagu SKPD | periode !
DPPKAD sehingga pagu anggaran langsung di tentukan Bappeda atau tim tahun
sebelum mengajukan rencana kerja anggaran, sehingga sangat \¢anggaran untuk (Permendagri
sulit mencapai target yang ditetapkan khususnya pntuk \'melihat program No 13 tahun
mewujudkan swasembada pangan dan daging di kabupaten’| dan kegiatan 2006)
Nunukan. yang menjadi
prioritas SKPD
2. |DTD “Selama ini Tim Anggaran Pemerintah Daeraii” (TAPD) | dan tercantum
Kabid ) membagikan pagu anggaran pada setiap SKPD, selanjutnya | dalam renstra
];I'Oduiif SKPD akan membagi anggaran tersebut ufituk kebutuhan rutin, | SKPD
eternakan
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Kabid
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Menurut saya, penyusunan program kerja dan kegiatan didasarkan
pada rencana kerja anggaran (RKA) yang merupakan usulan dari
masing-masing bidang dan sekretariat yang disesuaikan rencana
kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan yang
kemudian akan dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah
(TAPD). Usulan-usulan yang prioritas tetap akan menjadi skala
prioritas dalam menetapkan pagu anggaran SKPD. Tahun anggaran
2013, anggaran untuk sektor pertanian mencapai 7% dari total APBD
kabupaten Nunukan, Hal ini dilakukan untuk menyukseskan program
swasembada pangan dan daging serta program pengentasan
kemiskinan di kabupaten Nunukan,
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Dimensi : Penyusunan Anggaran

A. Indikator Kebijakan Umum Anggaran (KUA) /PPAS
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No | INFORMAN DATA EMIK KESIMPULAN/ KONSEP KONSEP
REDUKSI EMIK ETIK
1. | B, saya sangat mendukung agar alokasi anggaran Dinas Pertanian | KUA ,PPAS Anggaran Perlu

Bupati Tanaman Pangan dan peternakan ditingkatkan dan sudah saya | diajukan ol | sepenuhnya sinkronisasi

Nunukan sampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPM) karena | Tim*Anggaran | kebijakan antara Renja,
penyumbang kemiskinan terbesar dari sektor pertanian dan | Remerintah Bupati dan RKPD
perikanan, apalagi saya selaku penanggungjawab ketahanan/ Daerah dan dengan
pangan di kabupaten Nunukan. Yang menjadi kendala selama inj [\penentuan KUA-PPAS
karena masih banyak petani kita yang bercocok tanam secafa|pagu anggaran dari RAPBD
tradisional, mungkin selama ini karena sering mendapdtkan’| sepenuhnya merupakan
bantuan dari perusahaan-perusahaan maupun ban{uan 'dari | kebijakan kristalisasi
pemerintah misainya bibit dan pupuk sehingga pengelolaan usaha | Bupati melalui seluruh RKA
taninya kurang optimal sehingga yang perlu dilakukan sekarang | TAPD SKPD
adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan atad~SDM petani dalam upaya
sehingga mereka bisa mengelola usahaya dengan baik. Sejak saya peningkatan
dilantik jadi Bupati Nunukan, alokasi~anggaran untuk sektor pelayanan
pertanian terus mengalami peningkatan. Untuk alokasi anggaran umum dan
2013 saya minta agar sefuruh SKPD\yang ‘membidangi pertanian kesejahteraan
secara [uas pembahasan anggafamnya saya pimpin langsung. masyarakat
Khusus untuk Dinas Pertanian Tandman Pangan dan Peternakan daerah
alokasi anggarannya sekitarRp. 22/milyar sesuai laporan dari Tim (Permendagri
Anggaran. Untuk tahun_dirggaran 2014 karena adanya pemekaran No 37 tahun
Provinsi Kalimantan Timur menjadi 2 provinsi yaitu Kalimantan 2007)

Timur dan Kalimantan ‘Utara dan Kabupaten Nunukan bergabung
bersama Provinsi Kalimantan Utara sehingga konsekuensinya,
dana bagi hasil (DBH) yang selama ini menyumbang terbesar
sekitar 70-80 % dari total APBD akan dipangkas, sehingga akan
berdampak pada alokasi APBD Kabupaten Nunukan. Sesuai
laporan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPM bahwa dana bagi
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hasil (DBH) Kabupaten Nunukan untuk Tahun 2014 di bawah 100
milyar atau dipangkas sekitar 90% tetapi kita masih optimis agar
DBH bisa di kurangi secara bertahap selain itu saya harapkan agar
para kepala SKPD rajin melobi anggaran ke Depertamen atau
kementerian masing-masing misalnya Departemen Pertanian untuk
SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan karena
Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan masih layak dijual
di pusat kalau perlu saya siap mendampingi Kepala Dinas yang
akan mengajukan proposal kegiatan ke pusat.

Untuk pembagian pagu anggaran setiap SKPD, merupakan
kewenangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) baik
di eksekutif maupun legislatif dengan mempertimbankan<urusan
wajib dan urusan pilihan. Yang menjadi kendala <dalany’ pe
ngalokasian anggaran pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan adalah karena SKPD tersebut bukan urusati wajib tetapi
urusan pilihan, sehingga yang perlu dilakukan adziah bagaimana
merubah urusan pertanian menjadi urusan “wajib. ‘Menurut saya
sektor pertanian dan perikanan memberikan” dampak yang
signifikan dalam mensukseskan program pemerintah dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat
sehingga petani perlu diberikan bantuan berupa bibit maupun
subsidi pupuk untuk petani yang“\bertujuan untuk memberikan
spirit bagi para petani dalam “mengembangkan usaha pertaniannya.
Anggaran semua SKPDecuntuk tahun 2014 kemungkinan akan
turun, karena sejak  diresmikannya Provinsi Kalimantan Utara
maka akan berdampak\pdda pengurangan dana bagi hasil sekitar
87% dari sekitar 800 milyar pada tahun 2013 menjadi 97 milyar
pada tahun 2014, tetapi kita masih tetap optimis memperjuangkan
ke provinsi maupun pemerintah pusat agar dana bagi hasil bisa
dikurangi secara bertahap.
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“Alokasi anggeran untuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan yang hanya berkisar 1% dari total APBD Kabupaten
Nunukan memang terlalu rendah jika dibandingkan dengan
tanggungjawab Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
untuk membangun sektor pertanian dan peternakan di kabupaten
Nunukan, meskipun sudah mengalami peningkatan. Saya tidak
menyalahkan pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran ke
Dinas Pertanian dan Peternakan karena bisa saja rendahnya pagu
anggaran karena perencanaan di Dinas Pertanian dan Peternakan
yang belum optimal, sehingga saya berharap agar Pimpinan SKPD
bisa mengajukan usulan dan program yang disesuikan dengan
potensi lahan dan kemampuan petani mengelola usahanya sehirigga
bisa meyakinkan Tim Badan Anggaran baik di eksekutif maupun
legislatif bahwa anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan hdrus
ditambah. Kalau  memungkinkan  pihak  Dinas *bisa
mempresentasikan program dan kegiatan tersebut di.DPRD karena
meskipun pembagian pagu SKPD selama ini adalah kewenangan
tim anggaran eksekutif tetapi kita masih bisa mengoreksi pagu
tersebut pada saat pembahasan anggaran.

“Pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Platfon Angggaran Sementara (KUA/PPAS), dalam mendorong
pembangunan ekonomi masyarakat\séktor pertanian secara umum
menjadi program  prioritas “~Pemerintah Daerah kabupaten
Nunukan tetapi pada saat_pembahasan anggaran forsi anggaran
untuk bidang pertanian‘masili sangat rendah jika dibandingkan
dengan Dinas Pekepjaan” Umum, Dinas Kesehatan, Dinas
Pendidikan serta SKPDlainnya. Sehingga hal ini akan menjadi
hambatan dalam pembangunan sektor pertanian khususnya untuk
peningkatan kesejahteraan petani”
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Menurut saya, dalam menentukan alokasi anggaran setiap SKPD
didasarkan pada skala prioritas program dan kegiatan yang
diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPM), cuma
selama ini yang menjadi kendala adalah adanya aturan
pengalokasian anggaran untuk sektor pendidikan misalnya 20%,
sektor kesehatan 10%, inspektorat [ % dan kegiatan fisik yang
masih sangat dominan dalam pengalokasian anggaran karena
banyaknya usulan dari masyarakat yang dalam musrembang yang
menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja pembangunan
daerah (RKPD) sehingga alokasi anggaran untuk sektor pertanian
belum bisa terpenuhi sesuai dengan usulan dari SKPD Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan. Tetapi selama 3 tahun
terakhir pagu anggaran SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Peternakan terus mengalami peningkatan, hal iri_ sejdlan
dengan keinginan Bapak Bupati agar alokasi anggaran.untuk sektor
pertanian ditambah setiap tahunnya untuk mendukung program
ketahanan pangan di kabupaten Nunukan. Selainitii diharapkan
agar alokasi anggaran yang telah diberikan/kepada SKPD Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, untuk dioptimalkan
penggunaannya karena untuk tahun anggatrah 2012 realisasi dana
dari Dinas Pertanian Tanaman Pangaf dan Péternakan berdasarkan
laporan realisasi keuangan berkisar pada angka 80% sehingga
diharapkan kedepan agar anggaran atau kegiatan Yyang
direncanakan bisa lebih dimaksimalkan sehingga bisa menjadi
bahan pertimbangan dari.Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk
menambah pengalokasian pagl anggaran untuk tahun berikutnya
meskipun untuk tahun_depan dari sektor penerimaan, APBD
Kabupaten Nunukan akan mengalami penurunan dibandingkan
tahun ini karena adanya pemekaran Provinsi Kalimantan Timur
menjadi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara padahal daerah
penghasil selama ini adalah Wilayah Kalimantan Timur Bagian
Selatan untuk Kalimantan Timur Bagian Utara seperti Kabupaten
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Nunukan, Bulungan, Malinau, Tana Tidung dan kota Tarakan
potensi sumber daya alam cukup menjanjikan cuma sebagian besar
potensi tersebut belum dikelola oleh investor.
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B. Indikator Penyusunan RKA
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| No | INFORMAN DATA EMIK KESIMPULAN/ KONSEP KONSEP
REDUKSI EMIK ETIK
1. | AB, Pada saat penyusunan rencana kerja anggaran sebenarnya | Setelah pagu Penyusunan RKA adalah
Kasubag sudah mempertimbankan target pencapaian Kkinerja sesuai | anggaran turup” *RKA dokumen
Penyusunan | dengan rencana strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan | maka berdasarkan | perencanaan
Program Peternakan, Usulan yang masuk dari 4 bidang ditambah bagian | kebijakan pagu yang dan
dan sekretariat biasanya berkisar Rp 30 milyar, tetapi pada saat | Kepala-Dinas | diberikan penganggaran
Pelaporan | pembahasan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, |-scbagai setiap bidang | yang berisi
pagu kita sudah dipatok misalnya Rp. 18 milyar, sehingga | ferngguna dan rencana
terpaksa usulan RKA yang masuk dikembalikan ke bidang | anggaran sekretariat pendapatan,
untuk di revisi kembali sesuai dengan permintaar \Tin{ untuk belanja
Anggaran sehingga banyak program ataupun Kegiatan yang | membagi pagu program dan
harus dikurangi. Sehingga saya yakin pencapaian target yang ( berdasarkan kegiatan
telah ditetapkan dalam rencana strategis akan sulit\tercapai. prioritas untuk SKPD serta
menyusun rencana
2. | DK, Menurut saya, sektor pertanian adalah-sektor yang sangat | RKA pembiayaan
Sekretaris | berperan penting dalam pembangunan ‘€kohomi masyarakat sebagai dasar
Dispertanak | maupun dalam pelaksanaan prograni\pengentasan kemiskinan penyusunan
di kabupaten Nunukan karenad sébagian besar penduduk APBD
kabupaten Nunukan berprofesi sebagai petani, tetapi karena (Perrnendagn
ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai No 13 tahun
sehingga peran sektor pertanian belum begitu optimal dalam 2006}
pembangunan pertaniary, 'di” kabupaten Nunukan. Untuk
meningkatkan produksi.4an produktifitas sektor pertanian,
maka hal yang paling mendesak dilakukan jika SKPD Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan diberikan alokasi
anggaran yang memadai adalah pencetakan sawah baruy,
pembuatan irigasi, pembuatan embun, pembuatan jalan usaha
tani, penyiapan benih bibit unggul, penyediaan pupuk,
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penyediaan bibit sapi bali, pelatihan bagi petani, pencegahan
alih fungsi lahan persawahan serta melaksanakan kegiatan lain
yang sifatnya mendukung pembangunan sektor pertanian di
kabupaten Nunukan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Dimensi : Penyusunan Anggaran

C. Indikator RAPBD
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No | INFORMAN DATA EMIK KESIMPULAN/ KONSEP KONSEP
REDUKSI EMIK ETIK
1. |RT Pihak eksekutif selama ini sering terlambat mengajukan | Pembahasan Pembahasan | RAPBD
Wk! Ketua | RAPBD sehingga pembahasan RAPBD oleh Tim Badan anggaran‘d) dilakukan merupakan
DPRD Anggaran DPRD juga sering terlambat. hal ini berdampak | DPRD diimand | bersama rencana
Kabupaten | pada pembahasan dan pengesahan yang tidak tepat waktu. | TiniAnggaran | antara Tim keuangan
Nunukan Selain itu karena keterbatasan waktu, DPRD sering tidak | Pemierintah Anggaran pemerintah
sempat melakukan pembahasan lebih detail dengan SKPD NDagrah Pemerintah yang dibahas
terkait program kerja masing-masing SKPD yang sanget’| mengajukan Daerah dan dan disetujui
diprioritaskan oleh SKPD sehingga pagu dana setiap SKPDY RAPBD Tim Banggar | bersama
tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan pada saat | kemudian DPRD serta | antara
pembahasan di DPRD. RAPBD yang telah disetujui’ oleh | dibahas melibatkan pemerintah
DPRD selanjutnya akan di verifikasi oleh gubernur-dan jika | bersama Tim | SKPD daerah dan
tidak ada revisi maka RAPBD tersebut akai diparipumakan | Banggar sebelum DPRD serta
untuk pengesahan menjadi Perda APBD:> Selanjutnya saya | DPRD, Jika RAPBD ditetapkan
sangat mendukung agar SKPD Dinas Pertanian Tanaman | tidak ada revisi | disahkan dengan
Pangan dan Peternakan ditambah aldkasi-anggarannya karena | maka segera peraturan
dalam pembahasan kebijakan urym arggaran, pemerintah | ditetapkan daerah
daerah memprioritaskan pembanginan sektor pertanian | yntuk (Permendagri
sebagai sektor unggulan . dalam~ pembangunan ekonomi | dijadikan No 37 Tahun
masyarakat tetapi pada_saaal,pengajuan RAPBD kabupaten | perda tapi jika 2010)
Nunuken, porsi anggaran untuk Dinas Pertanian Tanaman | direvisi maka
Pangan dan Peternakan./kabupaten Nunukan masih sangat | dikembalikan
rendah. saya berharap agar jajaran SKPD Dinas Pertanian | ke Tim
Tanaman Pangan dan Peternakan bisa mengajukan hearing | Anggaran
dengan DPRD Kabupaten Nunukan khususnya Komisi yang | Eksekutif
membidangi pertanian atau badan anggaran eksekutif. Jika | yntuk
paparan program Kerja dan kegiatan betul-betul mendesak dan | diperbaiki
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urgen untuk dilaksanakan maka saya yakin anggota DPRD
khususnya Tim Banggar bisa mempertimbangkan untuk
menambah alokasi anggaran untuk Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Peternakan karena DPRD juga mempunyai hak
untuk merevisi RAPBD yang diajukan Pemerintah Daerah.

Menurut Saya, pembahasan rencana anggaran pendapatan dan
belanja daerah (RAPBD) berdasarkan usulan rencana kerja
anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dengan mempertimbankan pada asumsi penerimaan APBD
untuk tahun berikutnya, Kalau ada usulan prioritas yang sudah
dimasukkan dalam rencana strategis SKPD maupun RKPD
pasti akan dibantu pengalokasian anggarannya, tetapi kalau
anggaran ditambah cuma untuk menambah alokasi perjalanan
dinas tidak akan diakomodir karena anggaran perjalanan dinas
sudah cukup tinggi apalagi tahun depan dana bagi hasiljakan
turun menjadi sekitar 97 milyar yang biasarya.700-800
milyar setiap tahunnya sehingga kalau ini terjadi ‘maka akan
berdampak pada pengurangan pagu dana.tiap SKPD. Saya
sangat mendukung kalau pagu anggaran” Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan ditaibah karena merupakan
salah satu upaya untuk pemberantasan kemiskinan.
Diharapkan agar kepala Dinas Pertanidn Tanaman Pangan dan
Peternakan harus memperjuangkanalokasi anggaran untuk
mendukung swasembada pangan dan daging. Kedepan SKPD
harus fokus kepada salah_satu’ program unggulan. Demikian
pula pembagian pagu pada setiap bidang tidak bisa disamakan
sehingga target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja
SKPD bisa terwujud. Pembagian pagu anggaran ada urusan
wajib ada urusan pilihan misalnya Dinas Kesehatan alokasi
anggarannya 10%, Dinas Pendidikan 20%, Inspektoral 1% dan
dana alokasi desa 10% dari total dana APBD yang sementara
dalam pembahasan. PAD Nunukan masih sangat rendah
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karena hanya berkisar 40 milyar sehingga perlu dicari alokasi
sumber pendapatan untuk membiayai APBD. Selain itu perlu
dilakukan efisiensi misalnya efisien perjalanan dinas yang
selama ini perjalanan dinas ke Jakarta 5 hari bisa dikurangi
menjadi 3 atau 4 hari sehingga dana perjalanan bisa dialihkan
untuk peningkatan alokasi anggaran pengentasan kemiskinan.

Menurut pendapat saya, penyusunan rencana anggaran
pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) diawali dari rencana
kerja anggaran yang diajukan oleh SKPD kemudian diasistensi
oleh Bappeda untuk memastikan bahwa RKA yang diajukan
sudah mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah
(RJPM) dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD)
yang telah disepakati. Selanjutnya RKA tersebut akan dibahas
bersama antara SKPD dengan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah, Pembagian pagu anggaran SKPD didasarkan) pada
asumsi pendapatan daergh, untuk memastikan. bahwa
pengajuan RAPBD sudah disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah. Pembagian pagu dilakukan, sebelum SKPD
mengajukan RKA karena kalau tidak dibatasimaka RKA yang
diajukan SKPD bisa mencapai 3 {rilyun,” sehingga untuk
mengurangi RKA tersebut membutuhkan waktu yang cukup
lama. Jumlah SKPD di kabupaten/Nunukan sebanyak 56
SKPD tentunya membutuhkan anggaran untuk melaksanakan
program kerja dan kegiatan, sehirigga perlu diatur mekanisme
penentuan pagu. Jika SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Peternakan membutuhkan pagu anggaran lebih maka
diharapkan agar Kepala”Dinas melakukan evaluasi kinerja
pada setiap bidang selama lima tahun terakhir sehingga bisa
dinilai keberhasilan pelaksanaan program kerja dan kegiatan
selama lima tahun terakhir. Konsekuensi pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara akan berdampak pada APBD
Kabupaten Nunukan akibat pengurangan dana bagi hasil
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(DBH) yang selama ini menyumbang sekitar 80% dari total
APBD. Jika hal ini terjadi maka pemerintah daerah akan lebih
memprioritaskan program ekonomi misalnya Perikanan,
Perkebunan dan Pertanian. Tingginya angka sisa lebih
pembiayaan (silpa) untuk tahun anggaran 2011 dan tahun 2012
diakibatkan oleh 3 faktor yaitu adanya tambahan pendapatan,
adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya
kegiatan yang tidak terlaksana pada satuan kerja perangkat
daerah khususnya bangunan fisik pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Dinas Pendidikan yang mendapat forsi anggaran
lebih tinggi jike dibandingkan dengan SKPD lain. Hal ini
sebenarnya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pengalokasian
anggaran pada setiap SKPD

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41450.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41450.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41450.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41450.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



	cvr
	1_Page_1
	1_Page_2
	1_Page_3
	1_Page_4
	1_Page_5
	1_Page_6
	1_Page_7
	1_Page_8
	1_Page_9
	2-3
	4_Page_01
	4_Page_02
	4_Page_03
	4_Page_04
	4_Page_05
	4_Page_06
	4_Page_07
	4_Page_08
	4_Page_09
	4_Page_10
	4_Page_11
	4_Page_12
	4_Page_13
	4_Page_14
	4_Page_15
	4_Page_16
	4_Page_17
	4_Page_18
	4_Page_19
	4_Page_20
	4_Page_21
	4_Page_22
	4_Page_23
	4_Page_24
	4_Page_25
	4_Page_26
	4_Page_27
	4_Page_28
	4_Page_29
	4_Page_30
	4_Page_31
	4_Page_32
	4_Page_33
	4_Page_34
	4_Page_35
	4_Page_36
	4_Page_37
	4_Page_38
	4_Page_39
	4_Page_40
	4_Page_41
	4_Page_42
	4_Page_43
	4_Page_44
	4_Page_45
	4_Page_46
	4_Page_47
	4_Page_48
	4_Page_49
	4_Page_50
	4_Page_51
	4_Page_52
	4_Page_53
	4_Page_54
	4_Page_55
	4_Page_56
	4_Page_57
	4_Page_58
	4_Page_59
	4_Page_60
	4_Page_61
	4_Page_62
	4_Page_63
	4_Page_64
	4_Page_65
	4_Page_66
	4_Page_67
	4_Page_68
	4_Page_69
	4_Page_70
	4_Page_71
	4_Page_72
	4_Page_73
	4_Page_74
	4_Page_75
	4_Page_76
	4_Page_77
	4_Page_78
	5



